PERATURAN PERUSAHAAN 
(COMPANY REGULATION)

PT METAPHOR INDONESIA
	PASAL 1

UMUM

1.
Ruang Lingkup dan Pengertian


Pengertian atas ketentuan-ketentuan yang dipergunakan dalam Peraturan Perusahaan ini adalah sebagai berikut ini:
1. Perusahaan : 
PT Metaphor Indonesia, yang berkedudukan di Jl. Pantai Indah selatan 1 komp. elang laut boulevard blok c No. 28 pantai indah kapuk, Jakarta utara, Indonesia, yang bergerak di bidang usaha jasa konsultasi.

2.
Lingkungan Perusahaan : tempat dimana Perusahaan menjalankan bisnis dan kegiatannya.
3.
Peraturan Perusahaan : Peraturan Perusahaan ini, sebagaimana yang akan diubah dan digantikan dari waktu ke waktu, oleh Perusahaan.
4.
Manajamen : 
         Setiap dan/atau seluruh (sesuai dengan keadaan) anggota dari Direksi, termasuk kuasanya, yang bertanggung jawab atas pengurusan Perusahaan dan/atau bagian dari Perusahaan dengan posisinya dan berwenang untuk mewakili Perusahan di dalam dan di luar sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar Perusahaan.
5.
Karyawan : 
        Setiap orang yang berada dalam hubungan ketenagakerjaan dengan Perusahaan, terdaftar sebagai karyawan Perusahaan dan dengan demikian menerima Upah sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Perusahaan ini.
6.
Masa Percobaan : 
        suatu periode sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 3.2 dari Peraturan Perusahaan ini.

7.
Pekerjaan : 
        setiap kegiatan oleh Karyawan untuk keuntungan Perusahaan dalam suatu hubungan ketenagakerjaan dimana Karyawan tersebut menerima Upah.

8.
Hari Kerja dan Jam Kerja : didefinisikan oleh Perusahaan, dari waktu ke waktu, berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan yang berlaku.
9.
Upah : 
         gaji dan hak lainnya yang tidak permanent (apabila ada) dalam bentuk uang yang diterima oleh Karyawan.
10.
Perjanjian Kerja : perjanjian yang dibuat antara Karyawan dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.


	ARTICLE 1
GENERAL
1.
Terms and Definitions

Definitions of the terms used in this company regulation are as follows:
1. Company : 
pt metaphor indonesia, domiciled at jl. Pantai Indah selatan 1 komp. elang laut boulevard blok c No. 28 pantai indah kapuk, Jakarta utara, engaged in consultancy service business.
2. Company Environment : 
the place where the company carries out its business and activities.
3. Company Regulation : 
this company regulation, as amended and replaced by the company from time to time.
4. Management : 
each and/or all (as the case may be) members of the board of directors, including his or her attorney-in- fact, who is in charge of managing the company and/or section of the company by virtue of his or her position and is authorized to represent the company both internally and externally in accordance with the provisions of the article of association of the company.
5. Employee : 
everyone who is in an employment relationship with the Company, registered as employee of the Company and therefore receives Wage as regulated in this Company Regulation.

6. Probationary Period : 
a period as defined in article 3.2 of this Company Regulation.

7. Work : 
Any activities conducted by the Employee for the benefit of the Company in an employment relationship for which the Employee obtains wage.


8.
Working Day and Working Hour : stipulated by the Company, from time to time, based on the existing manpower regulations.


9.
Wage : 
             salary and other non-permanent entitlements (if any) in the form of money received by the Employee.


10.
Working Contract : contract made between the Employee and the employer which contain the working terms and conditions, rights, and obligations among the parties.

	PASAL 2
JAM KERJA DAN PERILAKU KERJA

2.1
Kehadiran dan Perilaku Kerja


1.
Jam Kerja di Perusahaan adalah sebagai berikut:



a.
dari Senin hingga Jumat dari pukul 09.00 WIB sampai dengan 18.00 WIB;



b.
Sabtu dan Minggu adalah hari istirahat mingguan.


2.
Waktu istirahat untuk makan siang tidak akan diperhitungkan sebagai Jam Kerja, yang diperhitungkan sebagai berikut:



a.
Hari Senin hingga Kamis sejak pukul 12.00 WIB hingga pukul 13.00 WIB;



b.
Hari Jumat sejak pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB.


3.
Setiap Karyawan diharuskan untuk hadir dan mulai bekerja pada waktu yang telah ditentukan diatas. Keterlambatan atau ketidakhadiran dari Kerja, tanpa alasan yang jelas, akan dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 8 Peraturan Perusahaan ini.


4.
Seorang Karyawan diharuskan untuk menggunakan pakaian yang pantas dan rapih, yang sesuai dengan Lingkungan Pekerjaan.

2.2
Lembur

1.
Kerja Lembur diartikan sebagai Pekerjaan yang dilaksanakan oleh seorang Karyawan di luar Jam Kerja.


2.
Pembayaran upah lembur hanya diberikan kepada Karyawan yang melaksanakan Kerja Lembur berdasarkan atas persetujuan sebelumnya dari Manajemen.


3.
Perhitungan pembayaran upah lembur untuk Karyawan adalah (perhitungan upahnya dihitung secara bulanan) = 1.5 x upah per bulan.

	ARTICLE 2
WORKING HOURS AND OFFICE DEMEANOUR
2.1
Work Attendance and Office Demeanour

1.
Working Hours of the Company is specified as follows:



a.
from Monday to Friday from 09.00 am to 18.00 pm West Indonesia Time;


b.
Saturday and Sunday are a weekly rest days.

2.
Rest hour for lunch which shall not be calculated as a Working Hour is specified as follows: 



a.
from Monday to Thursday from 12.00 to 13.00 West Indonesia Time;



b.
Friday from 12.00 to 14.00 West Indonesia Time.


3.
Every Employee is required to be present and start working at the time specified above. Any lateness or absence from Work, without any proper reasons will be liable to sanction in accordance with Article 11 in this Company.

4.
An Employee shall be required to wear decent and neat clothes appropriate for the Company Environment.

2.2
Overtime

1.
Kerja Lembur diartikan sebagai Pekerjaan yang dilaksanakan oleh seorang Karyawan di luar Jam Kerja.


2.
Overtime payment is only given to Employee that performs overtime Work based on prior approval from the Management.


3.
Overtime payment calculation for the Employee is (the salary shall be calculated in monthly payment) = 1.5 x salary per month.

	PASAL 3
HUBUNGAN KEPEGAWAIAN

3.1
Hak untuk Mempekerjakan Seorang Karyawan


1.
Perusahaan memiliki kebijakan untuk mempekerjakan orang-orang yang kompeten, memiliki kemampuan dan memiliki motivasi yang tinggi untuk mengisi posisi-posisi dalam Perusahaan.


2.
Dipekerjakannya seorang Karyawan diputuskan oleh Perusahaan dengan menggunakan pertimbangannya sendiri dengan mengingat kepentingan Perusahaan. Dipekerjakannya seorang Karyawan merupakan tanggung jawab dari Departemen Sumber Daya Manusia, dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Manajemen Perusahaan.


3.
Perusahaan memiliki hak sepenuhnya untuk:



a.
mempekerjakan dan menempatkan Karyawan dalam posisi yang dianggap sesuai;



b.
dari waktu ke waktu, memindahkan seorang Karyawan dan/atau memerintahkan seorang Karyawan untuk melaksanakan pekerjaan tertentu, melaksanakan fungsi tertentu atau bekerja pada tempat tertentu;



c.
menyesuaikan atau mengubah detail pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan operasional Perusahaan;



d.
menyesuaikan dan membangun struktur organisasi untuk meraih efisiensi kerja maksimum untuk memenuhi tujuan Perusahaan.

3.2
Masa Percobaan


1. 
Untuk Karyawan Tetap, Perusahaan memberlakukan Masa Percobaan selama maksimum 3 (tiga) bulan, yang berlaku secara efektif pada hari kerja pertama dari Karyawan tersebut. Untuk menghindari keragu-raguan, Masa Percobaan ini tidak berlaku bagi Karyawan Kontrak/Waktu Tertentu.


2.
Evaluasi selama Masa Percobaan dilaksanakan oleh Manajemen.


3.
Selama Masa Percobaan, baik Perusahaan maupun Karyawan memiliki hak untuk mengakhiri hubungan kerja tanpa adanya kewajiban bagi Perusahaan untuk membayar uang pensiun, atau uang penghargaan masa kerja dan pada waktu pemutusan hubungan kerja Perusahaan hanya diharuskan untuk membayar upah sampai dengan hari kerja terakhir. Selama Masa Percobaan, Karyawan tidak memiliki hak atas hak perolehan (termasuk didalamnya pembayaran-pembayaran lain, manfaat atau cuti) selain gaji.


4.
Selama bulan pertama dari Masa Percobaan, Perjanjian Kerja dapat diakhiri oleh kedua belah pihak, baik Karyawan maupun Perusahaan, dalam setiap waktu tanpa adanya pemberitahuan. Kemudian, sejak bulan kedua hingga berakhirnya Masa Percobaan, Perjanjian Kerja dapat diakhiri oleh (i) Karyawan maupun Perusahaan dengan pemberitahuan 7 (tujuh) hari sebelumnya atau (ii) Perusahaan dengan melakukan pembayaran kepada Karyawan, jumlah yang mana akan ditentukan oleh Perusahaan, sebagai ganti kewajiban pemberitahuan 7 (tujuh) hari sebelumnya dari Perusahaan kepada Karyawan.


	ARTICLE 3

EMPLOYMENT RELATIONSHIP

3.1
Rights to Recruit an Employee


1.
The Company shall have a policy to recruit competent, skilled and highly motivated people for and fill positions within the Company’s organization.


2.
The recruitment of an Employee shall be decided by the Company at its discretion by considering the interests of the Company. The recruitment of an Employee shall be the responsibility of the Human Resources Department, subject to approval of the Management.

3.
The Company shall have the full rights to:



a.
recruit and place the Employee in the position which it considers appropriate;


b.
from time to time relocate an Employee and/or instruct an Employee to perform certain Work, take up certain position, perform certain function or work at certain place;


c.
adjust or change the job descriptions to fulfill operational needs of the Company;



d.
adjust and develop organizational structure to reach a maimum working efficiency to meet the Company’s objectives.

3.2
Probationary Period


1.
For the Permanent Employees, the Company shall impose a Probationary Period of 3 (three) months, effective from the first day of the commencement of Work by the Employee. For the avoidance of doubt, this Probationary Period does not apply to a Contract/Temporary Employee.

2.
Evaluation during Probationary Period is conducted by Management.


3.
During the Probationary Period, both the Company and the Employee have the right to terminate employment relationship without any obligations on the company to pay severance payment or service payment and upon termination the Company shall only be required to pay the salary up until the last working day. During the Probationary Period the Employee shall not entitled to any entitlements (including any other payments, benefits or leave) other than the salary.


4.
During the first month of the Probationary Period, the contract may be terminated by either the Employee or the Company at anytime without notice. Thereafter, from the second month of until the expiry of the Probationary Period, the contract may be terminated by (i) either the Employee or the Company by seven (7) days notice or (ii) the Company by payment in lieu of the seven (7) days notice.

	PASAL 4
UPAH, MANFAAT, DAN TUNJANGAN

4.1
Struktur Upah


1.
Perusahaan akan menetapkan struktur upah yang akan berlaku bagi seluruh Karyawan. Pembayaran upah adalah dalam mata uang Rupiah, dengan komponen sebagai berikut:



a.
gaji;



b.
bonus tidak tetap, pembayaran-pembayaran dan tunjangan-tunjangan.


2.
Bonus, pembayaran-pembayaran dan tunjangan-tunjangan diberikan oleh Perusahaan berdasarkan keputusan dan kondisi tertentu. Bonus, pembayaran-pembayaran dan tunjangan-tunjangan dapat ditarik kembali atau dimodifikasi, apabila Karyawan tidak memenuhi kriteria tertentu seperti yang ditetapkan untuk mendapatkan bonus, pembayaran-pembayaran dan tunjangan-tunjangan tersebut.


3.
Pada prinsipnya, Upah untuk setiap Karyawan adalah sesuai dengan struktur Upah untuk tingkatan Karyawan tersebut, dengan pertimbangan bahwa Upah minimum tidak kurang dari Upah minimum yang ditentukan oleh undang-undang.
4.2
Pembayaran Upah


1.
Upah akan dibayarkan pada hari kedua puluh lima (25) pada setiap bulan. Apabila hari kedua puluh lima (25) adalah hari Minggu atau hari libur nasional, upah akan dibayarkan pada hari kerja sebelumnya. 


2.
Para Karyawan harus telah mengisi formulir reimburse yang ada (tidak dapat diwakilkan) dan menyerahkan kepada bagian keuangan, sebelum tanggal 25 setiap bulannya.

3.
Apabila seorang Karyawan memulai kerjanya bukan pada awal bulan, maka upah untuk bulan pertama akan dibayarkan secara proporsional.

4.3
Pemotongan Upah

1.
Seluruh upah yang dibayarkan oleh Perusahaan, diperhitungkan sebagai upah kotor, dimana Perusahaan akan memotong dan membayar pajak penghasilan terutang dari Karyawan tersebut atas nama Karyawan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perhitungan pengurangan pajak tersebut adalah berdasarkan keterangan dari Karyawan mengenai tanggungan-tanggungannya.


2.
Pemotongan dalam rangka pajak juga berlaku bagi seluruh pembayaran oleh Perusahaan kepada Karyawan, termasuk namun tidak terbatas kepada gaji, tunjangan tidak tetap, THR (Tunjangan Hari Raya), bonus, hadiah-hadiah, uang pensiun, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak yang tidak dipergunakan dan pembayaran sejenisnya.

4.4
Tunjangan Hari Raya


1.
Tunjangan Hari Raya akan diberikan kepada masing-masing Karyawan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum perayaan Hari Raya Idul Fitri dengan nilai sejumlah upah satu bulan, tanpa mengurangi hak dari Perusahaan untuk melakukan pemotongan pajak terutang dari Karyawan atas nama Karyawan yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan pajak penghasilan.


2.
Karyawan yang telah bekerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan (yaitu Masa Percobaan dari Karyawan yang bersangkutan telah berakhir) namun dalam periode kurang dari 12 (dua belas) bulan, pembayaran THR diberikan sesuai dengan kebijaksanaan Perusahaan.

4.5
Tunjangan Dinas Kantor

-
Luar Kota

Reimburse

Pesan

Cash

(Rp)

Voucher

Taxi

√

Tol

√

Airport Tax

√

Tiket Pesawat

√

Uang Makan 1x/hari

50.000

Uang makan 2x/hari

100.000

Hotel

√

Pulsa

√

Ongkos lain-lain
√

Note:

- 
Pesawat Dalam Negeri Lion Air, Mandala, Garuda, Sriwijaya
-
Bukti Airport Tax, Tol, Voucher Taxi harus disertakan pada saat reimburse, kalau tidak disertakan, tidak akan bisa direimburse.


-
Luar Negeri

Reimburse

Pesan
Cash

($)

Voucher

Taxi

√

Tol

√

Airport Tax

√

Tiket Pesawat

√

Uang Makan 1x/hari

15
Uang makan 2x/hari

30
Hotel

√

Pulsa

√

Ongkos lain-lain

√

Note:


	ARTICLE 4

WAGE, BENEFIT, AND ALLOWANCES

4.1
Wage Structure

1.
The Company shall determine the structure of Wage which shall apply to all Employees. Payment of wage is in Rupiah, with components as follows:



a.
salary;



b.
non permanent bonus, payments 
and allowances.


2.
Bonus, payments and allowances are granted by the Company based on specific conditions and decision. Bonus, payments and allowances could be withdrawn or modified, in the event the Employee does not fulfill certain criteria as determined for the granting of such bonus, payments or allowance.


3.
In principle, Wage of each Employee shall be within Wage structure for his/her grade, taking into consideration that the minimum Wage shall not less than the prevailing minimum wages required by law.

4.2
Salary Payment


1.
Salary shall be paid on the twenty fifth (25th) each month. If the 25th is a Sunday or public holiday, salaries will be credited on the preceding working day.


2.
All Employees should have filled the reimburse form (can not be represented) and deliver it to the financial department, prior 25th each month.


3.
If an Employee did not start his employment at the beginning of a month, salary for the first month shall be paid proportionally according the actual working days whereby the concerning employee works.   
4.3
Wage Withholding


1.
All Wage paid by the Company shall be considered as “gross” from which the Company shall withhold and pay the income taxes payable by the Employee concerned on his/her behalf in accordance with the prevailing regulations. The calculation of such tax deduction shall be based on statement of the Employee of his/her dependent (s). 

2.
the withholding for tax purpose shall also apply to all payments to be made by the Company to the Employee, including but not limited to salary, non permanent allowances, THR (Religious Allowance), bonus, presents, severance payment, service payment, replacement of unused rights and other similar payment.

4.4
Religious Allowances


1.
Religious Allowance (THR) shall be given to each of Employee at the latest 2 weeks prior to the celebration of Idul Fitri Holiday in the amount of minimum 1 month’s worth of salary, without prejudice to the Company’s right to withhold taxes payable by the Employee on his/her behalf in accordance with the prevailing income tax regulations.


2.
The Employee who has been in service for at least 3 (three) months (i.e. the Probationary Period in respect of whom has expired) but less than 12 (twelve) months period on the payment of such THR shall be given THR in accordance with the Company’s policy.
4.5
Official Duty Allowance


-
Out of Town
Reimburse

Message
Cash

(Rp)

Voucher

Taxi

√

Tol

√

Airport Tax

√

Flight Ticket
√

Meal Allowance 1x/time
50.000

Meal Allowance

2x/times
100.000

Hotel

√

Phone credit
√

Other cost
√

Note:

- 
Domestic Flight : Lion Air, Mandala, Garuda, Sriwijaya
-
When the reimbursement, Airport Tax, Tol, Taxi voucher shall be attached harus. If not be attached, it can not be reim burse. 

-
Overseas 
Reimburse

messages
Cash

($)

Voucher

Taxi

√

Tol

√

Airport Tax

√

Flight Tickets
√

Meal allowance 1x/time
15
Meal allowance 2x/times
30
Hotel

√

Phone Credit
√

Other Cost

√

Note:



	PASAL 5

KESEHATAN DAN PERAWATAN KESEHATAN

1.
Kesehatan dan manfaat perawatan kesehatan diberikan oleh Perusahaan kepada Karyawan sebagai perlindungan dan kesejahteraan Karyawan, melalui penggantian uang (reimburse) atas pengeluaran biaya kesehatan dengan memberikan keterangan dari dokter bersangkutan serta kwitansi kepada bagian keuangan.
2.
Nilai reimburse yang dapat dilaksanakan oleh Karyawan adalah sebesar maksimal 1 bulan gaji pokok untuk setiap tahunnya.

	ARTICLE 5

MEDICAL AND HEALTH CARE

1.
Medical and health care benefits are given to an Employee by the Company for the protection and welfare of Employees, through a reimbursement upon all medical expenses by attaching the medical description from doctor with the receipt given to the financial department.

2.
The reimbursement value shall be the maximum 1 month salary for each year. 

	PASAL 6

JAMINAN SOSIAL (JAMSOSTEK)

Perusahaan mengikut sertakan Karyawan dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 3 tahun 1992 tentang JAMSOSTEK yang mencakup Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua setelah 1 tahun bekerja dengan perhitungan pemotongan Upah Karyawan sebesar 2% dari Upah Pokok dan sisa pembayaran JAMSOSTEK akan menjadi tanggungan Perusahaan.

	ARTICLE 6

SOCIAL SECURITY (JAMSOSTEK)

Company shall join its Employee in the Social Security programme based on the Regulation Law No. 3 of 1992 regarding JAMSOSTEK which cover Working Accident insurance, life insurance, and pension fund after 1 years working experience with Employee’s salary withholding in amount 2% of basic salary and the rest payment of JAMSOSTEK shall be borne by the Company.

	PASAL 7

HARI LIBUR, CUTI DAN IZIN UNTUK MENINGGALKAN PEKERJAAN

7.1
Hari Libur

Perusahaan memberlakukan hari libur Perusahaan pada hari-hari Libur Resmi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah / Surat Keputusan Menteri Agama. Pada hari-hari libur resmi Karyawan tetap menerima gajinya.

7.2
Cuti

1.
Cuti merupakan hari istirahat dari seorang Karyawan yang dapat diambil setelah melewati 12 (dua belas) bulan masa kerja di Perusahaan. 
2.
Hak cuti tahunan yang diberikan Perusahaan kepada Karyawan adalah 12 (dua belas) hari kerja setiap tahun, termasuk didalamnya cuti bersama yang hanya dapat diambil pada saat Lebaran dan Natal. Pembagian lama cuti tersebut akan ditentukan oleh Perusahaan.
3.
Hak cuti tahunan hapus/batal dengan sendirinya apabila setelah 12 bulan sejak timbulnya cuti tahunan tersebut tidak dipergunakan oleh Karyawan karena keinginan atau kesalahannya sendiri.

4.
Cuti tahunan tidak dapat diuangkan, kecuali jika Karyawan mengundurkan diri.

5.
Setiap Karyawan diwajibkan untuk melakukan pemberitahuan perihal cuti tahunan yang akan diambil minimal 2 minggu sebelumnya dengan mengisi formulir yang tersedia untuk kemudian di kirimkan melalui email kepada Manajemen disertakan pula kepada bagian keuangan dan resepsionis.

7.3
Cuti Melahirkan

1.
Cuti melahirkan adalah hari istirahat bagi Karyawan wanita yang diberikan maksimum satu setengah bulan sebelum ia diperkirakan akan melahirkan dan maksimum satu setengah bulan sesudah ia melahirkan atau keguguran.

2.
Bagi Karyawan yang akan mempergunakan hak cuti melahirkannya harus mengajukan permohonan tertulis terlebih dahulu kepada Perusahaan sekurang-kurangnya 2 (dua) minggu sebelum cuti hamil itu efektif dengan disertai surat keterangan Dokter atau bidan yang merawatnya dan mengisi formulir untuk kemudian dikirimkan melalui email kepada Manajemen dan bagian keuangan serta resepsionis.

7.4
Izin Kehadiran 


Setiap Karyawan yang berhalangan hadir wajib memberikan kabar, baik itu secara lisan/tulisan kepada Manajemen dan resepsionis.

7.5
Izin Untuk Melaksanakan Ibadah Haji


Seorang Karyawan dapat diberikan izin untuk melaksanakan ibadah Haji dengan maksimum 30 (tiga puluh) hari kerja setelah sekurang-kurangnya Karyawan tersebut bekerja satu tahun di Perusahaan. Izin ini hanya diberikan satu kali selama masa kerja Karyawan tersebut.


	ARTICLE 7
HOLIDAY, LEAVE AND PERMISSION TO LEAVE THE WORKPLACE

7.1
Holidays


Company shall acknowledge the Company holiday on the official holiday determined by the Government Regulation/Decision Letter from the Minister of Religion. On the official holiday, Employee still receives the salary.
7.2
Leave


1.
Leave shall mean the rest day of an Employee which may be taken after pass 12 months of the working period in the Company.


2.
Right to take the annual leave granted from the Company to the Employee is 12 working days each year, which may only be taken on Iedul Fitri or christmas. The length period of such leave shall be determined by the Company.

3.
Right on annual leave shall be automatically cancelled if after 12 months since the right on annual leave arise, the Employee does not use such right on behalf of his/her willingness or his/her own mistakes.

4.
Annual leave can not be cashed, unless the Employee is applied for resign.


5.
Every Employee is obligated to make a notification regarding the annual leave that he/she will take minimum 2 weeks before the leave by filling the form to be delivered by email to the Management attached to the financial department and receptionist.

7.3
Maternity Leave


1.
Maternity leave is the rest day for female Employee that is granted for maximum period 0.5 months prior the prediction of labouring and maximum 2.5 months after labouring or miscarriage.

2.
The Employee who will use the maternity leave shall make a prior written application to the Company at least 2 weeks prior such maternity leave effective by also giving the medical letter from Doctor and fill the form to be delivered via email to the Management and financial department also to receptionist.
7.4
Absency Permit


Every Employee who cannot present to the office shall be obligated to give a notification, whether verbally or by writing to the Management and receptionist.


7.5
Permission to Perform a Haj Pilgrimage

An Employee may get a dispensation to perform a haj pilgrimage at a maximum of thirty (30) working days after at least having worked for a one (1) year in the Company. This permission shall only be given once (1x) during the Employee’s employment. 

	PASAL 8

FASILITAS PINJAMAN 

Karyawan setelah melewati Masa Percobaan 3 (tiga) bulan dapat memperoleh fasilitas pinjaman dengan dikenakan biaya administrasi dan bunga sebesar 2% sebulan.
	ARTICLE 8
LOAN FACILITY

Employee after passed the Probation Period for 3 months may obtain a loan facility with an administrative fee and interest in amount 2% per month.


	PASAL 9

KEWAJIBAN KARYAWAN

9.1
Tata Cara Penggunaan Komputer dan Fasilitas Email



-
Penggunaan fasilitas komputer harus sepengetahuan dari Perusahaan. Karyawan harus mendapatkan ijin dari Karyawan yang bersangkutan jika ingin menggunakan komputer teman sekerja. Semua komputer dan elektronik file merupakan kepunyaan Perusahaan. Sudah kewajiban dari pengguna komputer untuk mengikuti standard yang ada, namun tidak menutup kemungkinan untuk menerima segala masukan demi kemajuan Perusahaan.



-
Penggunaan email adalah untuk mencapai komunikasi yang lebih efisien dan hanya untuk kepentingan perusahaan. Penggunaan email untuk personal tidak diperbolehkan selama jam kerja.

9.2

Etika Penggunaan Komputer


Karyawan berkewajiban untuk menjaga kebersihan dan kerapihan termasuk screen, keyboard, mouse dan meja kerja masing-masing Karyawan. Monitor komputer wajib dimatikan selama istirahat makan siang.

9.3

Email


Karyawan berkewajiban untuk menjaga rahasia masing-masing email dan Perusahaan tidak akan bertanggung jawab terhadap isi email dari masing-masing Karyawan.

9.4

Penyalahgunaan Akses dan Data


Perusahaan tidak akan terlibat aktivitas yang melibatkan, mencoba, membocorkan password atau mengakses personal data untuk membaca, mencopy atau menghapus, terkecuali pihak yang berwenang memberikan otoritas.
9.5
Penggunaan Software Yang Dilarang


Karyawan Perusahaan tidak diperbolehkan mengunduh (download) software ke computer manapun milik Perusahaan tanpa sepengetahuan Manajemen. 


Para Karyawan tidak mempunyai hak untuk menggunakan atau menyalin software bajakan di dalam computer sistem Perusahaan. Karyawan juga tidak diperbolehkan menggunakan software yang di design untuk menghancurkan atau menghapus data dari sistem komputer. Penggunaan seluruh virus dalam sistem komputerisasi Perusahaan tidak diperbolehkan untuk digunakan.


Semua hardware, software, dan komputer termasuk dokumentasi dan perlengkapan adalah milik Perusahaan. Tidak boleh dipindahkan dari kantor tanpa ijin dari Pimpinan.

9.6
Penggunaan Fasilitas Kantor


Penggunaan komputer dan fasilitas dari Perusahaan hanya di gunakan untuk kepentingan Perusahaan. Karyawan dilarang untuk menggunakan computer dan fasilitas yang ada untuk kepentingan pribadi.
9.7

Gangguan


Karyawan Perusahaan tidak akan menggunakan komputer untuk melecehkan pihak-pihak lain. Ini termasuk penghinaan, diskriminasi, ataupun pelecehan seksual. Penggunaan fasilitas computer seperti email, networking, hanya di peruntukkan untuk hal pekerjaan ataupun hal-hal yang dapat diterima di kalangan kerja.

9.8

Pencurian


Semua hardware, software, dan komputer termasuk dokumentasi dan perlengkapan adalah milik Perusahaan. Tidak boleh dipindahkan dari kantor tanpa ijin dari Manajemen.

9.9

Penyalahgunaan Peralatan Kantor


Karyawan harus menghindari hal-hal atau aktifitas yang dapat merugikan dan merusak computer maupun software. Makan dan minum di meja komputer tidak dianjurkan. Penggunaan komputer untuk menyimpan data-data yang bersifat personal dan permainan game tidak diperbolehkan.
9.10
Penyalahgunaan Jaringan


Karyawan tidak diperbolehkan menggunakan Perusahaan network sistem untuk aktifitas yang tidak berhubungan dengan kepentingan business Perusahaan. Network sistem tersebut tidak diperbolehkan untuk penggunaan diskusi online, chatting, ataupun mengirim virus ataupun software lain yang bisa memberikan dampak negatif.

9.11
Pemaksaan


Karyawan diminta untuk berpartisipasi untuk menggunakan legal software dan computer secara aturan Perusahaan. Perusahaan akan memastikan bahwa computer resources akan digunakan semestinya yang sudah ditetapkan perusahaan. Perusahaan berhak untuk memonitor semua sistem jika ada dicurigai aktifitas yang illegal ataupun yang dilarang Perusahaan.

9.12
Penggunaan Anti Virus


Karyawan diharuskan untuk menggunakan semua sistem computer yang telah diinstal anti virus software.  
9.13    Grativication 

Karyawan dilarang untuk menerima grativikasi dari Klien. 

	ARTICLE 9

EMPLOYEE RESPONSIBILITY 

9.1 Use Of Metaphor’s Computer, Email Facilities & Electronic Email

-  Employees’ use of computer facilities must be authorized by Company. Employee will get prior permission to use another employee’s computer. All Computer and electronic files belong to Company. It is the responsibility of each computer user to not only follow the standards, but to suggest new or better ways to accomplish the tasks that we pursue each day. 

· The use of electronic mail is authorized only for business related communications. Private use of Company’s email addressed is not authorized during business hour. 

9.2   Computer Etiquette 

The Employees shall keep the cleanliness the computer which includes the screen, keyboard, and mouse. The monitor shall be switched off at the lunch time. 

9.3  Email 
        The Employees shall keep the secret of their password and the Company is not responsible for the email content of each employee.

 9.4 Unauthorized Access To Files and Direction

         The Employees are prohibited to engage in any activity that is intended to crack passwords, or discover unprotected files, or decode encrypted files. 

9.5    Unauthorized Use of Computer Software

The Employees are prohibited to load any software to the computer system without approval from the Company’s system administrator.
The Employee has no right to use unlicensed software in Company’s network system. The Employee is prohibited to use software which is designed to impair and to demage data in Computer system. The using of antivirus in computer system is probihitied. 
All hardware, software, and computer including the documentation and equipment are the Company’s property. The employee is prohibited to remove the company’s property without approval from the Management.  
9.6   Use For-Profit Activities
The Computer System is for the sole us of Metaphor. Em ployees are prohibited from using the company’s computer systems for personal or private financial gain, unless that use has been specifically authorized. 

9.7   Harassment 
Employees will not use the computer systems to harass anyone. This includes the use of insulting, sexiest, racist, obscene or suggestive electronic mail. User of electronic communication facilities are obligated to comply with the restrictions and acceptable practices established for those specific facilities.
9.8    Theft
All hardware, software, and computer related supplies and documentation are the sole property of the Company. It must not be removed from the office without proper authorization. 
9.9  Unauthorized Of Office Equipment 
The Employee is prohibited to do activity that can impair the network system and software. The employee is prohibited to eat and drink in computer table. The user is prohibited to save personal data and game application in their personal computer. 
9.10   Unauthorized of Networks

The Employee is prohibited to use the Company’s network system to do activity which is not related with Company’s bussines purpose. This Network system is prohibited to engage in online discussion, chatting or transmitting viruses, worm, or other invasive software.  
9.11     Enforcement 
The Employee is required to participate in assuring the legal and ethical use of Company computers and user accounts. The Company has the obligation to ensure that its computer resources are used properly and within the guidelines established by the firm. The Company reserves the right to monitor the systems for sign of illegal or unauthorized activity. 
9.12     Anti-Virus Screening 

The Employee shall use the installed antivirus software in the Company’s computer system 

9.13    Grativication

The employee is prohibited to accept the grativication from the Client.

	PASAL 10

ORIENTASI KARYAWAN

10.1
Rapat Harian Karyawan


Setiap hari Senin pukul 09.00, Perusahaan mengadakan rapat Karyawan untuk membahas pendapat dan project ataupun aktifitas yang ada.

10.2
Kesamaan Hak dari Staf


Perusahaan adalah perusahaan yang memberikan hak dan kesempatan yang seimbang kepada para Karyawan. Perusahaan juga mengharapkan para Karyawan untuk mempertahankan keseimbangan dalam lingkungan kerja. Saling menghormati sesama rekan kerja walaupun berbeda lingkungan, agama maupun perbedaan antara pria dan wanita.

10.3 
Pimpinan dan Karyawan


Perusahaan sangat menghargai kepentingan hubungan yang baik antara pimpinan dan Karyawan. Pimpinan akan memberikan setiap tuntunan dan petunjuk yang terbaik untuk para Karyawan agar dapat menyelesaikan tugas yang diberikan dengan baik. Kewajiban dari para Karyawan adalah menyelesaikan tugas yang diberikan sesuai waktu yang ditentukan, mengajukan pertanyaan mengenai masalah yang ada dan berusaha mencapai hasil yang terbaik.

10.4
Evaluasi Performa Kerja


Karyawan diharapkan dapat memberikan hasil pekerjaan yang dapat diterima oleh pimpinan Perusahaan sesuai denga level pekerjaan masing-masing Karyawan tersebut untuk kemudian akan diadakan diskusi mengenai performance para Karyawan setiap tahunnya.
10.5
Informasi Pribadi


File pribadi adalah catatan kerja Karyawan bersama Perusahaan yang bersifat rahasia. Karyawan diharapkan memberikan informasi apabila terdapat perubahan-perubahan mengenai data Karyawan.
10.6
Rapat dan Perjalanan Dinas


Karyawan yang berencana keluar kantor untuk mengadakan rapat atau akan berpergian dalam rangka pekerjaan kantor harus memberikan rencana perjalanan dan memberitahukan recana tersebut kepada resepsionis ataupun pimpinan Perusahaan.

10.7
Keadaan Darurat


Dalam hal terjadi keadaan darurat seperti diantaranya gempa bumi atau pemadaman listrik, maka seluruh Karyawan diharapkan untuk menutup semua files dan mematikan komputer bila perlu.

10.8
Pelecehan Seksual


Perusahaan berkewajiban untuk menciptakan ruangan kerja yang bebas dari diskriminasi. Perusahaan berkewajiban untuk menjaga keadaan Perusahaan yang bebas dari tindakan pelecehan seksual baik itu secara lisan, visual ataupun fisik.
10.9
Peraturan Merokok


Seluruh Karyawan dan Manajemen dilarang untuk merokok di dalam Lingkungan Kerja Perusahaan.

10.10
Penggunaan AC dan Lampu


AC di lantai 2 harus dimatikan setiap hari kerja pada saat jam makan siang dari jam 12.15 - 13.15 dan malam hari jam 19.30.


	ARTICLE 10 
STAFF ORIENTATION 

10.1     Monday Morning Staff Meeting

The Company will hold the staff meeting to discuss specific and ungoing project or issues 

10.2     Equal Employment Opportunity 

The Company is the company that grants the equal opportunity and right to the Employee. And expects each employee to take responsibility for maintaining an atmosphere of equal opportunity, that is, to demonstrate sensivity to and respect for social, cultural, religious, gender and physical differences.  
10.3     Employee and Supervisor

The Company emphasizes the importantance of the employee-supervisor relationship. Your supervisor is expected to provide you with direction and guidance, and is your best source of information about your work. The responsibility of the Employee is accomplishing the task in the determined time and bringing problem or question to the Supervisor and achieving the department’s objectives. 
10.4     Performance Review

The Employee is expected to obtain the best result that is accepted by the Supervisor at an acceptable level of each employer and then will be conducted the discussion to evaluate the Employee performance every year.
10.5    Personnel Information 

The personnel file is the basic record of work in the Company and is considered confidential. The Employee is expected to provide information if any change occurs in the employer status. 

10.6    Meeting & Business Trip 

The Employee that plan to do the business trip or the meeting trip shall make the plan trip and inform such plan trip to receptionist or the Supervisor
10.7     Emergeny 

If occurs the emergency condition such as earthquake or power failure, the Employee is expected to close all files and turn off the Computer. 

10.8    Sexual Harrasment 

The Company is committed to providing a work environment that is free of discriminsation and harassment. The Company shall maintain a strict policy of prhibitng unlawful harassment, including verbal, physical, visual and sexual harassment. 
10.9    Smoking Policy 

The Employee and Management is prohibited to smoking in the Company’s work environment. 

10.10   The Using of Air Conditioner and Lighting 

Air Conditioner shall be switched off at lunch break at 12.15 - 13.15 pm and at 19.30 pm. 


	PASAL 11
DISIPLIN DAN SANKSI

11.1
Umum


1.
Sanksi ditujukan sebagai tindakan perbaikan dan pedoman dalam rangka perilaku dan sikap dari seorang Karyawan.


2.
Tujuan dari pembinaan disiplin adalah untuk mendidik dan selalu memberi kesempatan kepada Karyawan untuk memperbaiki sikapnya yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja 

11.2
Prosedur Pelaksanaan Tindakan Disiplin 


1.
Setiap karyawan yang melanggar Peraturan Perusahaan dan Peraturan Pelaksanaannya akan dikenakan sanksi-sanksi, seperti: 


a)
Teguran;

b)
Surat Peringatan Tertulis Tingkat Pertama;



c)
Surat Peringatan Tertulis Tingkat Kedua;



d)
Surat Peringatan Tertulis Tingkat Ketiga;

e)
Diberhentikan dari pekerjaannya sesuai dengan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 

2.
Masa berlaku Surat Peringatan: 



-   Surat Peringatan I (satu): 3 (tiga) bulan



-  
Surat Peringatan II (dua) : 6 (enam) bulan 



-  
 Surat Peringatan III (tiga) : 6 (enam) bulan 



Apabila dalam jangka waktu tersebut dilakukan pelanggaran lagi baik yang sejenis atau lainnya oleh karyawan, maka peringatan dapat ditingkatkan menjadi Peringatan tingkat kedua, tingkat ketiga atau terakhir, bahkan dapat diberhentikan dengan prosedur Undang-Undang No. 13 tahun 2003 dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No:150/Men/2000.
2. Tingkat peringatan yang diberikan kepada seorang karyawan yang melakukan pelanggaran tidak selalu harus dimulai dari tingkat pertama saja, tergantung jenis bobot pelanggarannya dapat langsung diberhentikan sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No: 150/Men/2000.

4.
Pelaksanaan pembuatan/pemberian teguran dan Surat Peringatan ditentukan sebagai berikut: 


a)
Teguran diberikan kepada jenis pelanggaran yang dinilai perusahaan masih ringan;


b)
Surat Peringatan Tertulis tingkat pertama diberikan atas pelanggaran Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja setelah diberi teguran sebelumnya atau tingkat pelanggaran yang dilakukan dinilai Perusahaan tidak mungkin hanya diberikan teguran saja.


c)
Surat Peringatan Tertulis tingkat kedua diberikan setelah memberikan Surat Peringatan Tertulis tingkat pertama dan masih berlaku atau terhadap tingkat pelanggaran-pelanggaran yang dinilai Perusahaan pantas dan layak diberikan Peringatan tingkat kedua.

d)
Surat Peringatan Tertulis tingkat ketiga/terakhir diberikan kepada karyawan yang telah mendapat Peringatan Tertulis kedua dan masih berlaku atau terhadap pelanggaran yang dinilai /dipandang berat oleh Perusahaan. 

e)
Surat Peringatan Tertulis tingkat pertama, kedua dan ketiga/terakhir serta pemberian pekerjaan akan diberikan oleh Manajamen Perusahaan. 
	ARTICLE 11

DISCIPLINE AND SANCTION

11.1
General


1.
Sanctions are intended to be a corrective action and guidance in relation to the attitude and behaviour of an Employee.

2.
The Purpose of the discipline development is to educate and give an opportunity to the Employee to improve the behaviour which is not in accordance to the rules and regulation of the Company Regulation and Employment Contract.
11.2
Procedure of Disciplinary Action


1.
Every Employee who violate the Company Regulation and its implementation regulation shall be charges sanctions as follow:



a)
Warning;



b)
Written Warning Letter level 
one;



c)
 Written Warning Letter level 
two;


d)
Written Warning Letter level 
three;



e)
Terminated from its work in accordance with the Law No. 13 of 2003.

2.
the validity of Warning Letter:



-
Warning Letter I: 3 months



​-
Warning Letter II: 6 months



-
Warning Letter III: 6 months



If within such period there is any violation whether similar or not conducted by Employee, then such warning might be upgraded to level II, level III, or last level, moreover might be terminated with the procedure of Law No. 13 of 2003 and Ministry Regulation of Manpower No. 150/Men/2000. 

3.
Level of warning which is granted to an Employee who perform a violation shall not always starts from the first level, it depends to the type of violation which may directly terminated in accordance with the Ministry of Manpower Regulation No: 150/Men/2000.

4.
Implementation of the make/grant of warning and Warning Letter which shall be stipulated as follow:



a)
Warning is granted to the type of violation which is categorized as a minor violation;



b)
Written Warning Letter level I is given upon a violation of Company Regulation and Employment Agreement after the warning is given or the violation level is considered need to be given the Written Warning Letter.


c)
Written Warning Letter level II is given after the Written Warning Letter level I has been given and still valid or upon any level of violation that based on Company’s consideration is deserved and proper to be given the Warning level II.



d)
Written Warning Letter level III/last level is given to the employee which has been received second Written Warning  and still valid or upon any violation which based on Company’s consideration is included as a major violation.


e)
Written Warning Letter level I, II and III/last also grant also instruction of work shall be granted by the Management of the Company.




	PASAL 12
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

12.1
Umum


1.
Dalam suatu kondisi keadaan kahar (force majeure) dimana pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindarkan, Perusahaan akan bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan.


2.
Sebagai tambahan atas keadaan dimana suatu pemutusan hubungan kerja dapat terjadi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11.6, suatu pemutusan hubungan kerja dapat terjadi dalam hal-hal sebagai berikut:


a.
Karyawan meninggal dunia;


b.
Karyawan mengundurkan diri;


c.
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu telah habis masa berlakunya;


d.
Hasil penilaian perusahaan atas kinerja dan disiplin kerja karyawan dianggap tidak memuaskan; 



e.
Karyawan melanggar ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan perusahaan didalam Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja


f.
Karyawan menderita sakit yang berkepanjangan;


g.
Perusahaan mengorganisasi ulang, melakukan rasionalisasi atau mengubah sistem kerja atau alasan lain mengacu kepada peraturan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan;


h.
Karyawan telah mencapai usia tertentu.

12.2Pengunduran Diri Karyawan


1.
Seorang Karyawan yang ingin mengundurkan diri dari Perusahaan dapat melakukannya dengan mengirimkan surat pengunduran diri kepada Perusahaan.


2.
Surat pengunduran diri harus diserahkan secara tertulis tidak lebih lambat dari 1 (satu) bulan sebelum pengunduran dirinya tersebut.


3.
Karyawan yang telah memutuskan pengunduran diri tersebut diwajibkan untuk mengembalikan semua barang milik Perusahaan sebelum pengambilan gaji terakhir.

4.
Apabila Pemutusan Hubungan Kerja disebabkan oleh kelalaian dan kesalahan Karyawan, maka Perusahaan tidak berkewajiban untuk memberikan ganti rugi apapun terhadap karyawan tersebut. 


	                                 ARTICLE 12 
TERMINATION OF EMPLOYMENT

12.1 General 

1. In Force Majaeure condition that the termination of employment can not be avoided, the Company shall conduct action under the Manpower Law and regulation.

2.  The termination of employement shall be  conducted as stipulated in Article 11.6 as follows of: 
a. Death
b. Resign
c.  The exipiry of the Contract Agreement.
d. Dissatisfaction of  the employee’s work result 
e. The employee violates the provision in the Company Regulation and the Work Employment.

f. Major Illness 
g. The Company reorganize, rationalize, or change the work system or the other reason pursuant to prevailing regulation in Manpower sector.

h. Pensions
12.2 Resignation 

1. The Employee that desire to resign shall submit the resignation letter to the the Company. 

2. The resignation letter shall be made in written at least one (1) month notice prior to the intended last day work. 

3. The employee required to return all Company’s property before receiving the last salary. 

4. If the Termination of Employment that caused by dereliction and fault of employee, the Company is not obliged to give any compensation for such employee. 

	PENUTUP

Peraturan Perusahaan akan dibagikan kepada masing-masing Karyawan. Dengan membagikan Peraturan Perusahaan ini, Perusahaan mengasumsikan setiap Karyawan telah mengerti Peraturan Perusahaan ini. Peraturan Perusahaan ini akan sepenuhnya diimplementasikan.

Peraturan Perusahaan ini akan berlaku untuk periode 2 (dua) tahun sejak tanggal pengesahan oleh departemen yang berwenang berdasarkan hukum Indonesia untuk memberikan pengesahan tersebut.
	CLOSING

The Company Regulation shall be distributed to each Employee. By distributing this Company Regulation, the Company assumes that each Employee will understand this Company Regulation. This Company Regulation shall be implemented fully.

This Company Regulation is valid for a period of 2 years from the date of approval by the agency in Indonesia authorised under Indonesian law to grant such approval.


